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CATATAN : -

Bahwa untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas
penganggaran, penyaluran, dan penatausahaan Dana Keistimewaan Daerah
Istimewa Yogyakarta, perlu mengatur kembali ketentuan mengenai
pengelolaan Dana Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengelolaan Dana
Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

Pasal 17 ayat (3) UUD Tahun 1945, UU 39 Tahun 2008 (LN Tahun 2008 No.166,
TLN No0.4916), UU 13 Tahun 2012 (LN Tahun 2012 N0.170, TLN No.5339), PP 45
Tahun 2013 (LN Tahun 2013 No0.103, TLN No.5423), Perpres Rl 28 Tahun 2015
(LN Tahun 2015 No.51), Permenkeu Rl Nomor 217/PMK.01/2018 (BN Tahun
2018 No0.1862) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Permenkeu Rl Nomor 229/PMK.01/2019 (BN Tahun 2019 No.1745).

Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Gubernur DIY mengajukan usulan rencana kebutuhan Dana Keistimewaan
kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan
dengan tembusan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional,
Kementerian Dalam Negeri, dan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait paling lambat minggu pertama bulan Februari
dilampiri dengan Kerangka Acuan Kegiatan yang disusun dengan berpedoman
pada Perdais, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana
Kerja Pembangunan Daerah.

Penyaluran Dana Keistimewaan dilakukan melalui pemindahbukuan dari
Rekening Kas Umum Negara ke Rekening Kas Umum Daerah. Direktorat
Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan pemantauan dan evaluasi atas
penyaluran dan realisasi penyerapan Dana Keistimewaan secara berkala.
Kementerian Dalam Negeri dan kementerian/lembaga pemerintah
nonkementerian terkait melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja atas
pencapaian keluaran terhadap penyelenggaraan kegiatan yang didanai dari
Dana Keistimewaan sesuai dengan kewenangan urusan keistimewaan.

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permenkeu Rl Nomor
50/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017 No.537) sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Permenkeu RI Nomor 121/PMK.07/2018 (BN Tahun
2018 No0.1341) dan Permenkeu RI Nomor 173/PMK.07/2017 (BN Tahun 2017
No.1680), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Peraturan Menteri ini ditetapkan dan diundangkan pada tanggal 5 Maret 2020.



